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6) Pengadministrasi Umum
7) Penyiap
8) Caraka

d. Jabatan Fungsional Penera
1} Penera Madya
2) Penera Muda-
3) Penera Pertama
4} Penera Penyelia
B) Penera Pelaksana Lanjutan
6) Penera Pelaksana

b. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan
1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan
2) Pengadministrasi Satuan Pelakséna Pengujian dan Peneraan.
c. Kepala Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu
1) Pengolah Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu
2} Pengadministrasi Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
" IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

{BN)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta
Nomor 71 Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 264 ayat {2) Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 33 ayat (3) Pe-
raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan' Keuangan Daerah dan Pasal 129 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Ta-
hun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, PengenCialian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerin-
tah Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebe-
rapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah; -

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Angga-
ran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten-
tang Pelapcran Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
téntang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten-
tang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengen-
dalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem-
bangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten-
tang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 ten-
tang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
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2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta-
hun 2011 tentang Pedoman Pémberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Peme-
rintah Daerah Tahun 2018:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pengang-
garan Terpadu; '

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-
rah Tahun 2013-2017:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 ten-
tang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Pengang-
garan, Penatausahaan, Pertang-
gungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 ten-
tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Du-
nia Usaha;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 ten-
tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pe-
raturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur Nomor 175 T-hun 2015 ten-
tang Pengenaan Kompensasi terh. dap Pelampau-
an Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana

Pelaksanaan,
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pe-
raturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan
Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien
Lantai Bangunan;

33. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017
tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan
Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

34. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

35. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017
tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

36. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017
tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Persngkat Daerah/Unit Kerja Pe-
rangkat Daerah Nenurut Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KER-
JA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

| (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun
2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

BAB Il : EVALUASIHASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB Ill : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUA-
NGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBA-
NGUNAN DAERAH .

BABV : RENCANA PROGRAM DAN KE-

timN!EEﬁ:mm

BAB VI :

GIATAN PRIORITAS DAERAH
PENUTUP

Pasal 2 |
RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman bagi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
dalam menyusun :

a.

2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ter-
cantum dalam lampiran yang merupakan satu ke-
satuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

tanggal diundangkan.

tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Priori- |
tas dan Plafon Anggaran Sementara (FPAS) Ta-
hun Anggaran. 2018; dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD /UKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

IBUKOTA JAKARTA,
ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12035
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